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PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 41 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN SISTEM KEARSIPAN BERBASIS DIGITAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

a. bahwa dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat

b.

dan dinamis telah berpengaruh terhadap pengelolaan dan

penyediaan arsip sebagai salah satu sumber informasi;

bahwa dalam upaya memberikan pelayanan cepat dan
ketepatan mengolah, menyimpan dan menemukan kembali
serta menyajikan informasi melalui penyelenggaraan sistem
kearsipan berbasis digital, perlu disusun Pedoman Sistem
Kearsipan Berbasis Digital di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bekasi;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b di atas, Pedoman Sistem
Kearsipan Berbasis Digital di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bekasi tersebut perlu ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun
1950y);



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1843);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);



10.

ik,

12.

13.

14.

15.

16.

17

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Tahun 2015 Nomor 32);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Repubik Indonesia Nomor 25 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan
Umum Pengelolaan Arsip Elektronik (Berita Negara Tahun
2012 Nomor 233);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan
Surat Elektronik di Pencipta Arsip (Berita Negara Tahun
2012 Nomor 234);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip
Elekronik (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 95);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun
2011 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2014
tentang Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2014 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2016 Nomor 6).



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN SISTEM KEARSIPAN BERBASIS DIGITAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Daerah adalah Kabupaten Bekasi.

Bupati adalah Bupati Bekasi.

Dinas adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi.

S

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten

Bekasi.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan DPRD
vang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan
Polisi Pamong Praja.

Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan
media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
yvang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah,
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

9. Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan
tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.

10. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunvai

tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.



11. Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan,
pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan
nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana,
serta sumber daya lainnya.

12. Sistem kearsipan nasional, yang selanjutnya disingkat SKN adalah suatu
sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai
komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku
serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan
kearsipan secara nasional.

13. Sistem Kearsipan Kabupaten Bekasi, yang selanjutnya disingkat SKK adalah
suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai
komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku
serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan
kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

14. Sistem Kearsipan Berbasis Digital adalah sistem kearsipan yang
memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan kegiatan

kearsipan.

BAB 11

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pedoman Sistem Kearsipan Berbasis Digital dimaksudkan sebagai acuan bagi
seluruh perangkat daerah, lembaga dan unit kearsipan yang terkait dalam
penyelenggaraan kearsipan berbasis digital guna menjamin ketersediaan arsip

vang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah.

Pasal 3

Penetapan Pedoman Sistem Kearsipan Berbasis Digital bertujuan untuk
mewujudkan sistem kearsipan yang berbasis digital secara tertib, seragam,
efisien dan efektif dalam penataan arsip, serta memudahkan penemuan kembali
arsip sebagai bahan bukti pertanggungjawaban dan meningkatkan kualitas

pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan
terpercava.



BAB III
PEDOMAN SISTEM KEARSIPAN BERBASIS DIGITAL
Pasal 4

Pedoman Sistem Kearsipan Berbasis Digital secara rinci sebagaimana tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada
APBD Kabupaten Bekasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 10 Oktober 2018

BUPATI BEKASI
ttd
Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
ada tanggal 10 Oktober 2018
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